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ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG TITIPAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(ANALISIS TERHADAP PASAL 375 KUHP)

Hukum Islam sangat memperbatikan dan memelihara harta milik. Oleh
karena itu, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan terhadap harta
milik tersebut, dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Tindak pidana
penggelapan, adalah merupakan salah satu kejahatan terhadap harta milik tersebut.
Ketentuan mengenai tidak pidana ini, dalam hukum pidana positif diatur dalam
Pasal 372 sampai 377 KUHP. Hukuman terhadap pelaku kejahatan ini sangat
bervariatif, mengingat tindak pidana ini diklasifikasikan dalam beberapa bentuk.
Penggelapan barang titipan, merupakan salah satu bentuk dari pengklasifikasian
tersebut. Adapun kejahatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP, di mana
kejahatan ini termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan. Maka
dari itu, penyusun terobsesi untuk meneliti, yaitu bagaimanakah analisa hukum
pidana Islam terhadap tindak pidana penggelapan barang titipan pada Pasal 375
KUHP, khususnya mengenai pengertian, unsur-unsur, serta ancaman
hukumannya.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
pendekatan yuridis dan pormatif. Pendekatan yuridis adalah cara yang tepat untuk
mendekati masalah-masalah tentang tindak pidana penggelapan barang titipan,
yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan hukum positif
Oleh karena kajian ini merupakan kajian hukum Islam, maka penelitian ini juga
menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah-masalah
dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu dengan berpedoman
pada al-qur'an, hadis dan buku-buku figh untuk mencari pembenaran dan
pencarian norma atas tindak pidana penggelapan barang titipan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah, bahwa di dalam
hukum pidana islam, tindak pidana penggelapan barang titipan masuk dalam
kategori jarimah al-khiyanah. Adapun pengertian dan kriteria-kriteria atau unsur-
unsur dari tindak pidana penggelapan barang titipan, baik dalam hukum pidana
positif maupun dalam hukum pidana Islam, mempunyai banyak kesamaan. Akan
tetapi dalam hal ancaman hukumannya ada perbedaan. Pasal 375 KUHP termasuk
dalam kategori penggelapan dengan pemberatan, maka ancaman hukumannya
juga diperberat. Adapun di dalam hukum pidana Islam, tidak ada klasifikasi
tentang kejahatan penggelapan. Oleh karena itu, ketentuan pemberatan hukuman
pada hukum pidana positif, tidak bisa dijatuhkan dalam ketentuan hukum pidana
Islam. Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan ini dalam hukum pidana Islam
adalah sanksi Za°zir, di mana keputusan hukumannya ada pada kewenangan hakim
sesual dengan berat ringannya tindak kejahatan tersebut.
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan /
Ll N A <

Karamah al-Auliya’ 1
|

ditulis f

4
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ditulis ¢
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Ua g @ ditulis Furad
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F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati ditulis ai
pSin ditulis Bainakum

2. Fathah + wawu mati ditulis au
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

eﬁﬁ ditulis A’antum
e ditulis U'iddat
&l S cal ditulis La’'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam
1. Apabila ditkuti huruf Qamariyyah

ol A

ditulis

al-Qur’an

ol

-

ditulis

al-Qivas

2. Apabila ditkuti huruf Syamsiyyahmaka ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya

PR ditulis as-Sama’
il ditulis asy-Syams
1. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
ST RN ditulis Zawi al-Furid
Al Jal ditulis AHR] as-Sunnah
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dari sisi tujuan syar‘i (pembuat hukum) adalah untuk mewujudkan dan
memelthara lima sasaran pokok, vaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan
keturunan serta harta'. Lima hal pokok ini, wajib diwujudkan dan dipelihara
jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari
kemudian. Segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari
lima pokok tersebut, dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang.

Di dalam hukum Islam, perbuatan manusia yang dinilai sebagai
pelanggaran atau kejahatan kepada sesama, baik pelanggaran atau kejahatan
tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau
memfitnah, mavpun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, sangatlah
diperhatikan dan itu dikaji dalam figh jinayah, sebagai bidang dari syari‘ah.

Tindak pidana penggelapan sering dipandang sebagai penyakit sosial,
di mana perbuatan itu tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok
orang, melainkan lebih dari itu, negara dan rakyatlah yang lebih merasakan
pengkhianatan ini. Tindak pidana penggelapan banyak terjadi di semua lapisan
masyarakat dengan berbagai bentuk. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi,
hal ini oleh para pelaku dianggap sebagai suatu kewajaran, meskipun mereka

tahu dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang

! Satria Effendi, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan {Pejaten
Barat: Pustaka Firdaus, 2001), him. 107.



dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama. Adapun
contoh dari tindak pidana ini, seperti pembantu rumah tangga, kasir,
bendahara dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan sirkulasi
keuangan. Semua itu tidak terlepas dari pemegang kekuasaan, jabatan serta
wewenang vang telah dipercayakan dan kemudian disalahgunakan oleh
pemegangnya. Di dalam menerima kepercayaan atas kewenangan memegang
kekuasaan, tidak semua orang akan menjalankannya sesuai yang diharapkan.
Adakalanya seseorang melakukan sesuatu yang sudah dipercayakan
kepadanya, akan tetapi menyimpang dari peraturan-peraturan yang sudah ada.

Di dalam KUHP, tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan
Pasal 372 sampai 377 KUHP. Adapun dalam penelitian ini, penyusun hanva
membahas Pasal 375 KUHP, yaitu tentang tindak pidana penggelapan dengan
pemberatan, yang kemudian penyusun istilahkan dengan penggelapan barang
titipan.

Di dalam Pasal 375 KUHP disebutkan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa barang

itu dititipkan kepadanya untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu,

kuasa, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau

yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka

tersebut itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam

tahun” 2

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 KUHP ini, adalah
penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena

kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang

yang harus diurusnya.

‘R Sugandi, KUHP dan Perjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), him. 393.



Tindak pidana pengelapan barang titipan, di dalam hukum Islam juga
telah dibahas dalam kedua sumber hukum Islam yang utama yaitu a/-Qur an
dan hadis, akan tetapi keduanya hanya membahas secara umum saja, sehingga
masih memerlukan penjelasan dan penafsiran yang lebih rinci. Oleh karena
itu, diperlukan pendapat fugaha untuk membahas lebih Ianju{ tentang tindak
pidana tersebut.

Islam mengajarkan dalam hidup bermasyarakat supaya ditegakkannya
keadilan, baik dikalangan sesama muslim, atau muslim dengan non mushim.
Keadilan yang ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, keadilan
hukum, keadilan sosial, keadilan nasional dan keadilan internasional. Islam
melarang setiap tindakan yang melawan hukum, seperti halnya tindakan
penggelapan. Dalam hubungannya dengan perlindungan hak milik sesama,

Allah telah menegaskan dalam surat al-Bagarah, yang berbunyi:

AT el e s 1S W LS ) s 1 s, b o oS 1sal 1SS Y,

o

0 gl o3ly FYL

Meskipun tindak pidana penggelapan sudah jelas-jelas dilarang, baik

dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, namun ternyata masih
banyak sekali terjadi kasus tindak pidana penggelapan, baik itu di kalangan
elit polittk maupun & lapisan masyarakat bawah. Hal ini merupakan
keprihatinan dan hancurnya moral bangsa Indonesia, sehingga diperlukan
penanganan yang ekstra serius agar bangsa Indonesia benar-benar bersih dari

segala tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan.

* Al-Baqarah (2): 188.



Realita tersebut di atas, membuat penyusun tertarik untuk mengkaji
lebih jauh, dengan maksud mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana
Islam terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan serta
bagaimana pula ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan

barang titipan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa rumusan masalah, vaitu sebagai berikut.
1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pengertian dan
unsur-unsur penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman hukuman
bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375

KUHP.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai
tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut.
a. Mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan hukum pidana
Islam terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan

dalam Pasal 375 KUHP.



b. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum pidana
Islam terhadap ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana
penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian |

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Untuk menambah pembangunan pengetahuan ilmu hukum secara
umum, khususnya tentang Pasal 375 KUHP ditinjau dari segi aspek
hukum pidana Islam. -

b. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai pemacu penelitian

bagi ilmu pengetahuan.
D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun adakan penelitian dari berbagai data dokumenter
ataupun perpustakaan, penyusun mendapatkan karya ilmiah yang sedikit
banyak telah membahas tentang tindak pidana penggelapan barang titipan.
Kebanyakan karya ilmiah yang ada dalam pembahasannya tentang tindak
pidana penggelapan barang titipan, baru sebatas pandangan secara umum baik
dalam konteks hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.‘
Adapun buku atau karya ilmiah yang di dalamnya membahas tindak pidana
penggelapan barang titipan adalah sebagai berikut.

Pertama, buku yang berjudul Delik-delik Khusus: Kejahatan yang
Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik,

yang ditulis oleh P.AF. Lamintang dan Djisman Samosir. Menurutnya, bahwa



tindak pidana penggelapan lebih tepat disebut sebagai “finduk pidana
penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.* Di dalam buku
tersebut Lamintang dan Djisman Samosir juga menerangkan unsur-unsur dari
tindak kejahatan penggelapan barang titipan seperti yang diatur dalam Pasal
375 KUHP, dan hanya menerangkan sebatas itu.

Kedua, buku yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Benda” yang
ditulis oleh Adami Chazawi. Di dalam buku tersebut Adami Chazawi
menerangkan tentang pengertian umum dari pasal ke pasal dan tentang esensi
dari pasal-pasal tersebut. Adami Chazawi juga membahas tentang pembedaan
tingkat dari tindak kejahatan penggelapan yang terdiri dari empat bentuk
yaitu, penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP), penggelapan
dalam  bentuk-bentuk yang diperberat (Pasal 374 dan 375 KUHP),
penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan penggelapan dalam kalangan
keluarga (Pasal 376 KUHP)’.

Ketiga, buku yang betjudul “Hukum Pidana Materiil” yang ditulis oleh
Tongat. Di dalam buku tersebut Tongat juga hanya membahas dan
menerangkan tentang unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal demi pasal,
serta menyebutkan pula, bahwa tindak kejahatan penggelapan dibagi dalam
empat bentuk vaitu, findak pidana penggelapan dalam bentuk pokok

(Pasal 372 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penggelapan

‘PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan
ferhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik {Bandung: Tarsito, 1979),
him. 174.

* Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, cet. ke-1 (Malang: Banyumedia,
2003), him. 69.



dengan pemberat (Pasal 374 dan 375 KUHP), dan penggelapan dalam
keluarga (Pasal 376KUHP)®.

Keempat, buku yang berjudul “Tindak-tindak Pidana Tertentu di
Indonesia” yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro. Menurutnya, bahwa dasar
pokok dari tindak pidana penggelapan ialah, bahwa si pelaku mengecewakan
kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Wirjono juga
membahas unsur-unsur penggelapan di setiap pasainya.7

Kelima, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
T'indak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif (Studi Pasal 372 KUHP),”
yang ditulis oleh Amat Barmawi. Dalam skripsi tersebut, Amat Barmawi
meninjau tentang Pasal 372 KUHP dalam pandangan hukum Islam. Adapun
Pasal 372 KUHP adalah pasal tentang tindak pidana penggelapan biasa atau
tindak pidana dalam bentuknya yang pokok. Adapun mengenai Pasal 375
KUHP, Amat Barmawi hanya menyebutkan secara umum saja, bahwa pasal
itu adalah pasal mengenai tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dan
hanya sebatas itu saja.®

Setelah mengadakan pengkajian, penyusun menyimpulkan bahwa
penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, kajiannya belum dihubungkan

dengan hukum pidana Islam, dan sekalipun ada, belum terfokus pada Pasal

® Tongat, Hukum Pidana Materiil, cet. ke-2 {Malang: UMM Press, 2003), him. 57.

7 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, cet. ke-3 (Jakarta:
PT Eresco, 1980), him. 32.

¥ Amat Barmawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam
Hukum Positif: Studi Pasal 372 KUHP”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‘ah UIN Sunan
Kalijaga (2004).




375 KUHP. Oleh karena itu, penyusun terinspirasi untuk mencoba menelusuri
secara lebih mendalam tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam
terhadap pengertian dan unsur-unsur penggelapan barang titipan serta
bagaimana pula pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman hukuman

bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal 375 KUHP.
E. Kerangka Teoritik

Di dalam hukum pidana Islam, kejahatan penggelapan dikenal dengan
Jarimah al-khiyanah, yaitu mengambil harta yang ada di bawah kekuasaannya,
tetapi bukan milik si pelaku. Kejahatan ini merupakan pengkhianatan terhadap
wewenang atau kepercayaan yang telah diberikannya. Kejahatan ini tidak
sama dengan kejahatan pencurian, meskipun sama-sama mengambil harta
secara sembunyi-sembunyi dan bukan miliknya, sebab pada kasus jarfma#h ai-
khiyanah, harta itu sudah ada di dalam kekuasaan si pelaku. Selain itu, pelaku
Jarimah al-khiyanah sebagai orang vang diberi amanat kepercayaan untuk
menjaga harta itu, tentu bebas memasuki tempat penyimpanan harta tersebut.

Oleh karena jarimah ini merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap
harta benda seperti halnya pada jarimah as-sarigah, maka dalam menentukan
berat ringannya hukuman lebih didasarkan pada jumlah harta vang menjadi
objek kejahatan. Jika dalam jarimah as-sarigah yang dipakai adaiah ukuran
nisab, maka dalam jarimah al-khiyanah vukuran nisab tidak dipergunakan

karena unsur adanya tempat penyimpanan tidak terpenuhi, tetapi besar



kecilnya nilai barang tetap dijadikan landasan dalam menentukan berat atau
ringannya hukuman tersebut.

Di dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana
penggelapan barang titipan, yang berarti penentang kepercayaan adalah
hukuman /a zir, yaitu hukuman yang belum ditetapkan oleh syara®, malainkan
diserahkan kepada w/i/ amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya.’
Ukuran dan bentuk jarimah at-ta‘zir banyak ragamnya, di antaranya hukuman
badan, yaitu jilid, penjara, mati, pengasingan, pengucilan (al-hajr), penyaliban
dan hukuman terhadap harta.* Adapun tujuan hukuman ¢z ‘zir adalah agar
mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-
kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan
yang bersifat mendadak. '’

Sebagaimana tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan ini
juga memiliki unsur-unsur,'” antara lain.

1. Unsur objektif (unsur yang terdapat di luar diri si pelaku), yaitu
suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum mengenai
perbuatan, akibat dan keadaan.

a. Suatu perbuatan atau hendeling, yaitu perbuatan-perbuatan

yang dilarang dan dincam dengan hukuman oleh undang-

® Ahmad Wardi Muslich, Penganiar dan Asas Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah, cet

ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 19.

' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figih Jinayah, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka

Setia, 2000), him. 155.

" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., hlm. 20.

ZPpAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus. .., him. 25-26.
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undang, di mana perbuatan itu dapat berupa berbuat sesuatu
dan dapat pula berupa tidak berbuat sesuati.

Perbuatan mengambil atau her wegnemen, merupakan
perbuatan yang dilarang serta diancam dengan hukuman oleh
undang-undang di dalam tindak pidana penggelapan.

b. Adapun yang berupa suatu akibat perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh undang-undang di dalam tindak
pidana penggelapan, adalah karena perbuatan tersebut telah
merugikan orang lain, sebab objek atau benda yang digelapkan
di dalam tindak pidana ini, adalah benda yang seluruh atau
sebagiannya adalah kepunyaan orang lain.

¢. Keadaan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
undang-undang.

2. Unsur subjektif (unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku), yaitu
terdiri dari.

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang
terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Di dalam Pasal 44 KUHP, dijelaskan bahwa orang yang tidak
dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya adalah
dikarenakan:

1. kurang sempurna akalnya, seperti: idiot, imbisil, buta-tuli

dan bisu mulai lahir;
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2. sakit hingga berubah akalnya, seperti: sakit gila, histeri,
epilepst, dan lain-lain; dan
3. orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman
keras.
b. Kesalahan seseorang atau schuld, sebagaimana dalam doktrin,
kesalahan (schuld) terdiri atas dua bentuk, yakni kesengajaan
(dolus) dan kelalaian (culpa).

Dari unsur-unsur peristiwa pidana di atas, suatu peristiwa untuk dapat
dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana, harus memenuhi persyaratan tindak
pidana. Syarat yang perlu untuk pengertian umum tentang peristiwa pidana
adalah sifatnya yang bertentangan dengan keharusan atau larangan vang telah

ditentukan oleh undang-undang

Apabila unsur-unsur dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka
seorang dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman sesuai dengan jenis
kejahatannya. Adapun tujuan pemberian sanksi itu adalah sebagai upaya untuk
menegakkan keadilan dan mempertahankan agar kehidupan bersama selalu
dalam keadaan tentram. Abu Ishaq as-Satibi mengatakan bahwa aturan hukum
Islam bertyjuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (al-

maqasid al-khamsah atau al-magasid asy-syar‘ivyah)."”

PR Sugandi, KUHP..., him. 50-51.

" CS.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 285.

»> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Hntu Hukum dan Tata Hukum Islom di
Indonesia, edisi ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 54.
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Di dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur suatu jarimah hampir sama
dengan unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP. ‘Abd al-Qadir ‘Audah
mengemukakan bahwa unsur-unsur jarimah ada tiga macam, vaitu:

1. unsur formal (al-rukn asy-syar’]), yaitu adanya nas yang melarang
dan mengancam perbuatan itu dengan hukuman;

2. unsur materiil (a/vukn al-mad), yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimaf, baik yang berupa perbuatan nyata maupun sifat
tidak berbuat; dan

3. unsur moral (al-rukn al-adabi), yaitu pelakunya adalah seorang
mukallaf*®

Unsur-unsur di atas adalah unsur-unsur umum, yang secara komulatif
ketiga unsur di atas harus selalu ada dalam suatu perbuatan, sehingga
perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah. Adapun tujuan
hukuman dalam syari‘ah Islam adalah pencegahan, pengajaran dan
pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan si pelaku jarimah, diharapkan
pada bekas pelaku jarimah dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak
mau melakukan jarimah lagi."’

Contoh tentang ketentuan tindak pidana pencurian, Allah SWT telah

- berfirman:

B r VG S U sl Lageob] | 5ebals 35,1y 3Ll

16 <Abd al-Qadir ‘Audah, a#-T. asyri® al-Jina'7 al-Islami Muqgarana bi al-Qanun 2l-Wad5
(Beirut: Dar al-Fikr, t1), I. 110-111.

" Marsum, Figh Jinayah: Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: FH UIL 1991), him. 182.

¥ Al-Maidah (5): 38.



Untuk dapat dikenai hukuman potong tangan, pencurian itu harus
memenuht syarat-syarat sebagai berikut:

1. harta itu selalu terjaga secara mutlak;

2. harta itu mencapai nisab;

3. harta itu mempunyai harga;

4. harta itu berupa barang bergerak;

5. harta yang dicuri itu milik orang lain;

6. adai‘tikad tidak baik; dan

7. pencuri bukan orang yang mendapat izin dan bebas masuk ke

tempat penjagaan itu.'®

Jarimah penggelapan (al-khiyanah) tidak bisa dimasukkan ke dalam
kategori jarimah yang mendapatkan sanksi Aad, sebab meskipun keduanya
sama-sama mengambil harta yang bukan miliknya, tetapi pada nomor pertama
dan ketujuh tidak terpenuhi, yaitu bahwa harta yang menjadi objek, sebagai
barang yang terjaga dan pencuri bukan orang yang mendapat ijin untuk bebas
masuk ke tempat penjagaan harta itu. Pada dasarnya dalam jarimah al-
khiyanah, harta itu sudah ada di bawah kekuasaan si pelaku dan pelaku a/-
khiyanah sebagai seorang yang diberi amanat atau kepercayaan untuk menjaga
harta itu, tentu bebas memasuki tempat penyimpanan harta tersebut.

Bagi pelaku jarimal al-khiyanah, karena syarat-syarat untuk dijatuhi
hukuman fad tidak terpenuhi, maka hukuman fad ditiadakan baginya, akan

tetapi dikenai hukuman fazir Syara‘ tidak pernah menentukan macamnya

¥ Abd al-Qadir ‘Audah, ar-Tasyri* al-Jini 7., 11 518.
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hukuman untuk tiap-tiap jarfmah at-ta‘zir, tetapi hanya menyebutkan
sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-
beratnya. Mengenai hal ini, hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman
mana yang sesuai dengan macam jarimah at-ta‘zir serta keadaan si pembuat

juga.”
F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam mendapatkan informasi dan data untuk

menyelesaikan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
Jenis penyusunan penelitian ini adalah library reseach, yaitu penelitian
berdasarkan buku-buku literatur, yang ada hubungannya dengan tindak
pidana penggelapan barang titipan dan menelusuri pendapat-pendapat
serta pasal-pasal yang ada di dalam buku-buku tersebut, dan kemudian
dari beberapa buku yang diperoleh, untuk selanjutnya dipadukan agar
dapat saling memperkuat dan dianalisa secara sistematis.

2. Sifat Penelitian
Di dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan sifat
deskriptif, yaitu penelitian yang menuturkan data, menganalisa dan
mengklasifikasi data tersebut.*’ Adapun dalam hal ini, adalah dengan cara

mengumpulkan data secukupnya yang sesuai dengan permasalahan yaitu

* Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam {(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), him. 8.

2 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian [lmiah: Dasar, Metode dan Teknik
{Bandung: Tarsito, 1994), him. 139.
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tindak pidana penggelapan barang titipan, lalu dianalisa secara sistematis

untuk dimasukkan sebagai data dalam bab demi bab, sehingga nantinya

akan membantu dalam merumuskan teori baru atau memperkuat teori

lama.

3. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Yuridis
Cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada
undang-undang, hukum positif, dan aturan yang terdapat dalam hukum
Islam yang ada kaitannya dengan tindak pidana penggelapan barang
titipan.

b. Pendekatan Normatif
Mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada teks
kitab suci al-Qur’an, buku-buku figh, peraturan perundang-undangan
baik untuk pembenaran maupun untuk pencarian norma atas tindak
pidana penggelapan barang titipan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 375.

b. Sumber Data Sekunder
Kitab-kitab figh, usul figh, tafsir serta buku-buku lain vang ada

hubungannya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan.
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¢. Sumber Data Tersier
Bahan yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum,
serta bahan yang didapat lewat internet, dan lain sebagainya yang ada
relevansinya dengan tindak pidana penggelapan barang titipan.
5. Analisa Data |
Bahan yang telah terkumpul kemudian diidentifikasi atau dipilah-pilah
yang kemudian dianalisis secara yuwridis  kudlitatif” dengan
memperhatikan alur penalaran, yaitu dengan mendasarkan pada kaidah-
kaidah hukum juga teori-teori yang ada, sehingga terdeskripsikan dalam
suatu rangkaian sistem pengaturan hukum tentang alat-alat bukti yang

menguatkan penulisan penelitian ini.
G. Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan penelitian ini, | dibuat sistematika yang
diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah. Adapun sistematika penulisan
penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut.

Bab 1 berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab
pertama ini merupakan sebuah pengantar.

Bab II berisi ketentuan umum tentang jarimah, yang di dalamnya

dibahas tentang pengertian jarimah, unsur-unsur dan macam-macamnya,

? Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi

Universttas Gajah Mada, 1983), I. 61.
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pengertian hukuman, macam-macam dan tujuannya serta pertanggungjawaban
pidana dalam Islam. Pembahasan ini merupakan materi untuk menganalisa
pada bab selanjutnya.

Bab IIT berisi tindak pidana penggelapan barang titipan dalam Pasal
375 KUHP. Mencakup di dalamnya mengenai pengertian, unsur-unsur dan
ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan
dalam Pasal 375 KUHP. Pembahasan ini mempunyai urgensi bahwa dengan
meninjau secara umum tentang perbuatan pidana dalam hukum positif, maka
akan memudahkan dalam menguraikan masalah untuk menuju ke bab
selanjutnya.

Bab IV berisi analisa hukum pidana Islam terhadap Pasal 375 KUHP
tentang penggelapan barang titipan. Di dalamnya dibahas analisa hukum
pidana Islam dalam hal pengertian dan unsur-unsur penggalapan barang
titipan terhadap Pasal 375 KUHP, serta analisa hukum pidana Islam mengenai
ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang titipan
tethadap Pasal 375 KUHP tersebut. Di sinilah letak urgensi penelitiannya,
karena ordinat sentral dalam kajian ini adalah tindak pidana penggelapan
barang titipan dalam hukum pidana Islam.

Bab V adalah penutup. Di dalam bab ini penulis akan memberikan
suatu kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini, serta pada bagian akhir

adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BABYV

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, penyusun akan kemukakan beberapa

kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

L.

Tindak pidana penggelapan barang titipan, baik dalam hukum pidana
positif maupun dalam hukum pidana Islam, mempunyai banyak persamaan
yakni dalam hal pengertian dan kriteria-kriteria atau unsur-unsurnya. Akan
tetapi dalam hal ancaman hukumannya ada perbedaan. Oleh karena Pasal
375 KUHP termasuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan,
maka ancaman hukumannya juga diperberat. Adapun pemberatan
pemidanaan adalah karena kedudukan atau jabatan si pelaku (unsur yang
melekat pada diri si pelaku) atau subjek.

Adapun di dalam hukum pidana Islam, tidak ada klasifikafi tentang
tindak pidana penggelapan (jarimah al-khiyvanah) sebagaimana dalam
hukum positif. Pemberatan pemidanaan dalam hukum pidana Islam bisa di
lihat dari nilai barang atau benda yang digelapkan, karena pada jarima# al-
khiyanah kriterianya sama dengan unsur-unsur pada jarimah as-sarigah,
hanya saja syarat penjagaan pada jarimah as-sariqah, dalam jarimah al-
khiyanah tidak terpenuhi.

Berdasarkan analisa hukum Islam, bahwa tindak pidana penggelapan

barang titipan dalam hukum pidana Islam tidak termasuk dalam kategori

77
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Jjarimah pencurian yang bisa dikenai hukuman jad, oleh karena itu
sanksinya adalah hukuman 72°zir, karena syarat-syarat untuk bisa dijatuhi
hukum potong tangan tidak terpenuhi, yaitu pada jarimah al-khivanah
bahwa barang sebagai objek kejahatan sudah ada pada kekuasaan pelaku
dengan jalan pemberian kepercayaan kepadanya (penitipan barang).
Adapun syarat untuk bisa dikenakan hukuman jad, barang tersebut harus
barang yang terjaga, yaitu barang vang berada pada pemiliknya dan
disimpan di tempat penyimpanan, yang orang lain tidak diizinkan untuk

memasuki tempat penjagaan barang itu.
B. Saran-saran

1. Meskipun sanksi fa’zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk
menjatuhkannya, akan tetapi ia harus berpedoman pada syara‘ dan
memperhatikan banyak hal supaya sanksinya tidak melampaui batas dan
kurang dari batas. Hubungan antara hakim dengan si terhukum dalam
kasus fa’zir ini bagaikan hubungan antara seorang dokter dengan
pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun jenisnya, harus
sesual dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang, agar penyakitnya
lekas sembuh dengan tidak menimbulkan dampak sampingan yang tidak
perlu.

2. Pelaksanaan hukuman yang ada dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 375

- KUHP, di samping hukuman penjara hendaknya diterapkan sanksi 2 zir

seperti jilid, atau lain sebagainya.
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Dalam rangka memberikan hukuman ke arah pembinaan kepada
pelaku kejahatan ini, hendaknya di samping perhatiannya terfokus kepada
si pelaku, maka korban kejahatan ini juga harus diperhatikan yaitu dengan
dimasukkannya ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi bagi korban

kejahatan.
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TERJEMAHAN TEKS ARAB

FOOT
NOTE

HALAMAN

BAB

TERJEMAHAN

(99

(WS

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta
sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebagian daripada harta benda
orang lain 1tu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.

17

12

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa vang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah.

18

11

Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang

i dari kebenaran, kedilan dan jalan yang lurus.

18

11

Jarimah  adalah  perbuatan-perbuatan  yang
dilarang oleh svara®, yang diancam dengan
hukuman had atau ra‘zir.

17

24

11

Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum |
bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.

18

24

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
manyvampaikan amanat kepada vyang berhak
menerimanya.

20

26

I

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan
untuk  memelihara kepentingan masyarakat,
karena adanya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan syara®.

26

29

II

Wantta-wanita  yang  kamu  khawatirkan
nusyuznya maka nasihatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukulah mereka.

L)
(V8]

32

i1

Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang |
yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila
sampal 1a sembuh, dan dari anak kecil sampai ia
dewasa.




FOOT
NOTE

HALAMAN

| BAB

TERJEMAHAN

33

I

Dan tidaklah seseorang menanggung dosa orang
lain.

33

II

Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk
dirinya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan
maka akibatnya atas dirinya.

55

v

Al-wadi‘ali adalah harta yang diserahkan
(diamanatkan)} kepada orang lain untuk
menjaganya tanpa ada imbalan.

L

56

v

Sama dengan footnote ke 18 Halaman 24Bab IL

56

v

Tunaikanlah (berikaniah) amanat itu kepada
orang yang mempercayakannya kepadamu dan
janganlah kamu berbuat khivanat kapada sesuatu
yang diamanatkan kepadamu.

57

v

Al-khivanah adalah mengambil suatu barang
dimana barang tersebut berada di bawah
kekuasaannya  (orang yang diberi kepercayaan
atas barang itu), dan pengambilannya secara
sembunyi-sembunyi, akan tetapi barang tersebut
tidak berada pada tempat penyimpanan.

62

Segala wurusan didasarkan kepada maksud
(menurut maksud si pelakunya)

63

Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil.

10

63

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW.
seorang pencuri, lalu dipotonglah tangannya,
kemudian disuruh mengalungkan tangan pencuri
itu, lalu dikalungkaniah tangan pencuri itu
dilehernya.

12

66

v

Hindarkan sanksi-sanksi fa2d karena adanya
syubhat.

13

67

v

Tidak dikenakan hukum potong tangan terhadap
pengkhianat, orang yang merampas (merampok)
dan atau mencopet.

18

68

v

Ta'‘zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan
atas perbuatan (dosa) maksiat yang hukumannya
belum ditetapkan oleh syara“.




FOOT

NOTE HALAMAN | BAB TERJEMAHAN
Tidak boleh dyilid di atas sepuluh cambuk
23 69 IV | kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan
oleh Allah Ta‘ala.
Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang
24 69 IV | tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan

mereka, kecuali dalam jarimah al-hudud.




PASAL-PASAL

PASAL

BUNYI PASAL

373 KUHP

Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang
digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari
dua ratus lima puluh rupiah, dipidana sebagai penggelapan
ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan
atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

586 RUU
KUHP

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu
barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang
ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana,
dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling
lama empat tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

587 RUU
KUHP

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan
sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak
lebih dari seratus ribu rupiah maka pembuat tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, dipidana karena
penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak
Kategori 1.

588 RUU
KUHP

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586
dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang
tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau
karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut,
maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara
paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak Kategori
V.

589 RUU
KUHP

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586
dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain
yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk di
simpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana
surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap
barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana
dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau
denda paling banyak Kategori V.




PASAL

BUNYI PASAL

88 ayat 1
RUU KUHP

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah:

a.

b.

C.

g

hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan
tertentu;

hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang
diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau
penetapan pengadilan;

hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya
sendiri;

hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan
perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan
hak menjalankan profesi tertentu.

77 ayat 3
RUU KUHP

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori,

yaitu:
a.

b.

kategori [ Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

kategori II Rp 7.500.000,00 (twjuh juta lima ratus
ribu rupiah);

kategori Il Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta
rupiah);

kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
dan

kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

VI
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